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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 A.  Latar Belakang 

 

Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu wujud dari ciri tata 

pemerintahan yang baik (good governance). Kinerja pelayanan publik sangat besar 

pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, membangun sistem 

manajemen pelayanan publik yang handal adalah kewajiban bagi Daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan warganya. Tidak mengherankan kalau perbaikan kualitas pelayanan publik 

menjadi salah satu alasan mengapa Pemerintah mendesentralisasikan kewenangan 

penyelenggaraan pelayanan publik kepada Daerah. Dengan menyerahkan kewenangan 

penyelenggaraan pelayanan kepada Daerah diharapkan agar pelayanan publik akan menjadi 

lebih responsif atau tanggap terhadap dinamika masyarakat di Daerahnya. 

 Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi pada 

hakekatnya diharuskan dengan perubahan konsep penyelenggaraan pelayanan publik yang 

lebih meyakinkan agar terciptanya akses dan mutu pelayanan. Sejalan dengan era otonomi 

daerah, maka pelayanan yang lebih didekatkan kepada masyarakat dan pelayanan yang lebih 

berkualitas adalah sebuah keinginan untuk mencapai kesejahteraan masyarkat. Peningkatan 

pelayanan publik di daerah dapat dilakukan inovasi manajemen pada unit layanan di Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pada tingkat yang secara langsung berhadapan dengan 

masyarakat yaitu kecamatan. Melakukan optimalisasi peran kecamatan dalam pelayanan 

merupakan jawaban atas pentingnya akses dan mutu pelayanan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada 

Pasal 9 ayat (1) ditetapkan bahwa dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai 

bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Sistem 

pelayanan terpadu sesungguhnya merupakan inovasi manajemen dalam rangka mendekatkan, 

mempermudah, dan mempercepat pelayanan terhadap publik/masyarakat. 

Pada Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Pasal 11 penyelenggara   dapat 

menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu. Penyelenggara sistem yang dimaksud adalah 

lingkungan kementrian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota atau 

kecamatan. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan 

terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik 



secara fisik maupun virtual sesuai dengan Standar Pelayanan. Sistem pelayanan terpadu 

secara fisik dapat dilaksanakan melalui (1) sistem pelayanan terpadu satu pintu, dan (2) 

sistem pelayanan terpadu satu atap. Sistem pelayanan terpadu secara virtual merupakan 

sistem pelayanan yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik. Sistem 

pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan 

untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai 

dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu 

pintu. Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai akibat kemajuan 

ekonomi dan tuntutan pelayanan yang lebih nyaman, penyelenggara dapat menyediakan 

pelayanan berjenjang dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan kebutuhan 

Masyarakat, agar tidak menimbulkan diskriminasi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip 

keadilan, dan tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi masyarakat pada umumnya. 

Pada Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Pasal 9 dijelaskan bahwa yang 

menyelenggarakan pelayanan publik adalah lembaga negara atau lembaga pemerintahan, 

sedangkan kecamatan merupakan bagian dari lembaga pemerintahan atau negara jadi 

kecamatan merupakan salah satu penyelenggara dari ruang lingkup pelayanan publik. 

Kecamatan merupakan pemerintah tingkat daerah yang memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat yang bersifat operasional. Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan 

kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 

dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Ruang 

lingkup PATEN meliputi bidang perizinan dan pelayanan bidang non perizinan. Maksud 

penyelenggaraan PATEN untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan 

masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor atau badan pelayanan terpadu di 

Kabupaten atau Kota.  

PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan 

kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan admnistrasi terpadu kecamatan adalah 

pelimpahan sebagian wewenang walikota kepada camat  yang meliputi wewenang bidang 

perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 4 tahun 2010 

tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 

 

 

 



Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN)  

Tabel 1.1 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 

Pasal 2 

 

Ruang lingkup PATEN meliputi : 

a. Pelayanan bidang perizinan, dan  

b. Pelayanan bidang non perizinan.  

 

 

Pasal 3 

 

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat 

pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan 

pelayanan terpadu di kabupaten/kota. 

 

Pasal 4 

 

PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

 

Pasal 15 

 

Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas: 

a. Camat  

b. Sekretaris Kecamatan, dan 

c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi 

 

Pasal 29 

 

Seluruh kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN selambat-

lambatnya 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.2 Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan       

Ilir Barat II Palembang 

Pemohon Petugas Loket Kepala 

Seksi 

Operator 

Komputer 

Sekretaris 

Kecamatan 

Camat Waktu 

   

 

   

 

 

 

Pemrosesan 

diselesaikan 

dalam 

waktu 1 

(satu) hari, 

kecuali yang 

memerlukan 

verifikasi 

lapangan 

diselesaikan 

maksimal 14 

(empat 

belas) hari 

Sumber : Diolah oleh peneliti 

 

Daftar 

Tidak 

Lengkap 

Pemeriksaan 

Persyaratan 

Lengkap 

Verifikasi Lapangan        

(bila diperlukan) 

1. Penerbitan  

Draft 

izin/rekomendasi 

2. SKRD 

 
Koreksi 

dan Paraf 

Penerbita

n 

Izin/Reko

mendasi 
1. Penomoran 

2. Arsip 

1. Penyerahan 

2. Pembayaran 

retribusi 

Tanggapan 

kualitas 

pelayanan 



Uraian kegiatan dari Prosedur PATEN di Kecamatan Ilir Barat II 

Pertama :  Pemohon mendaftarakan permohonan ke petugas loket. 

Kedua  : Petugas loket mencatat nomor pendaftaran kemudian memeriksa     

  kelengkapan persayaratan. Berkas lengkap dilanjutkan ke kepala seksi,    

  jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk    

  dilengkapi. 

Ketiga : Kepala seksi melakukan verifikasi dilapangan, memproses penerbitan  

  izin lainnya kemudian menghitung retribusi izin. 

Keempat  : Operator komputer mencetak surat keputusan izin dan mencetak surat     

  ketetapan retribusi daerah. 

Kelima   : Kepala seksi mengkoreksi dan memaraf surat izin kemudian meneruskan       

     ke sekcam. 

Keenam  : Sekcam mengkoreksi dan memaraf surat izin kemudian meneruskan ke  

  camat. 

Ketujuh  : Camat menandatangani surat izin/rekomendasi/lainnya. 

Kedelapan : Kepala seksi memberikan nomor izin dan menyerahkan ke petugas loket,   

  mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip), kemudian petugas loket  

  menyerahkan ke pemohon disertai bukti penyerahan sebelumnya           

  pemohon membayar retribusi izin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  Pelayanan satu pintu pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kecamatan Ilir Barat II 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Ruang tempat pemprosesan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Ilir 

Barat II  

Sumber : observasi lapangan 

 Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa 

permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) Pada Bidang Perizinan di Kecamatan Ilir Barat II Kota 

Palembang. Pertama adalah kurang pahamnya para birokrat mengenai SOP yang menjadi 

pedoman bagi Implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak 

melenceng jauh dari tujuan kebijakan. Kedua adalah kurangnya Komunikasi yang diberikan 

terhadap masyarakat untuk mengedukasi mengenai pelaksanaan pelayanan PATEN sehingga 

sering terjadi kesalah pahaman antara birokrat dengan masyarakat dan antara birokrat dengan 



birokrat itu sendiri. Ketiga adalah masih kurangnya Sarana prasarana yang belum terpenuhi 

sesuai dengan kebijakan. 

 Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada Bidang Perizinan alasannya karena 

di Kecamatan Ilir Barat II pembuatan permohonan surat pada Bidang Perizinan masih sedikit. 

Kemudian masih kurangnya sarana prasarana, lalu petugas untuk pelaksana teknis PATEN 

bukan PNS. Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) Pada Bidang Perizinan di Kecamatan Ilir Barat II Kota 

Palembang”. 

B.  Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Bidang Perizinan di Kecamatan Ilir Barat II Kota 

Palembang ? 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) di kantor Kecamatan Ilir Barat II Palembang.  

2. Untuk mengetahui tata cara pembuatan surat pada bidang perizinan  di Kecamatan Ilir 

Barat II Palembang. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di kantor Kecamatan Ilir Barat 

II Palembang. 

 

 

 

 

 

 



D.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

3. Manfaat Teoritis 

a. Bermanfaat untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan 

kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian 

teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Admininistrasi Negara.  

b. Sebagai tambahan pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara, yaitu pada 

bidang Kebijakan Publik khususnya mengenai Implementasi Kebijakan. 

 

4. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi Kecamatan Ilir Barat II Palembang dalam 

memberikan pelayanan dan pengawasan yang sesuai untuk diterapkan dalam 

Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).  

b. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam pemembuatan Surat Izin Gangguan 

Ringan pada Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kecamatan Ilir Barat II Palembang. 
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